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Abstract: This research sought to understand: 1) The behavior of Bureaucracy in giving public
service and 2) Motive of their behavior. The qualitative approach was employed in this research
with the subjects of bureaucracy staff and service users. Theinteractive analysismodel wasused to
gather data needed by employing the procedure of data reduction, data presentation and conclu-
sion drawing, and then the data was tested to know their reliability by using level of credibility,
transferability, dependability and conformability. This research show that the behavior of bureau-
cracy in giving public service show discriminative behavior, they have classified society into the
ruling group, the haves, and the poor and give them discriminative service such as giving special
service to the ruling group, giving specific service to the haves and giving excellent service to all
groups of society, especially in arranging for trivial matters. Meanwhile behind of their behavior
they have motive to save their position, to get more money, to get pride and sacrifice.

Keywords: behavior, motive, bureaucracy, public services, excellent service.

Pelayanan publik di Indonesiamenunjukan kondis
patologis. Dari sgjumlah penditian yang dilakukan
di Yogjakarta, Sulawes dan Sumatramenemukan
tingginyatingkat penolakan aparat untuk memberi
layanan dengan alasan kurangnya persyaratan
adminigtratif, sedang keluhan yang diterimaaparat
hanyaditampung. Survey yang dilakukan JawaPos
terhadap 10 instansi di Surabaya menunjukan
tingginyatingkat kel uhan masyarakat namun tidak
ditanggapi secaramemadai (JawaPos, 19 Agustus
2002). Wantoro (2000: 76) yang meneliti perilaku
Polantas dalam pel ayanan pendaftaran kendaraan
bermotor di Samsat Jekartamenemukan adanyadua
pola perilaku pelayanan yaitu pola perilaku
prosedura dan polaperilaku diluar prosrdur seperti
toleran, saling menguntungkan, diskriminatif dan
penghindaran. Sementaraitu, Teruna (2007: 255)
mengidentifikaskan bentuk-bentuk patol ogisseperti:
intmidad, arogan, diskriminatif, mintakomig, ingin
mudah. Rohma(2007: 281) menemukan perilaku
patologis seperti tidak responsif, superior tidak
demokratisdan diskriminatif, Rusdianur (2008: 173)
menemukan pelanggaran-pel anggaran prosedur dan
pembengkaan biaya, dan Hasniati (2007: 275)
menemukan bentuk-bentuk perilaku patologis

adaah: gi mumpung, superior, pengabaian, sebagai
cao, suap, diskriminatif. Sementaraitu, Hermawan
(2008: 350) yang meneliti penerapan community
oriented policing (COP) dalam pelayanan keama-
nan dan ketertiban menemukan bahwakuaitaspela
yanan sangat ditentukan oleh komitmenindividu pim-
pinan dari padasistem yang terbangun. Selainitu
penerapan COPlebihdilatarbe akangi motivas untuk
mendapat dukungan politismaupun dana(tambahan
pendapatan) dari pemerintah lokal, nasiona maupun
internasiond , berbedadengan temuan Rendra(2010:
150) yang mendliti implementas E-Government pada
Pemda Sragen yang menghasilkan peningkatan
kuditas pelayanan publik diberbagai urusan daam
bentuk percepatan waktu yang diperlukan,
kemudahan dan transparansi prosedur, penurunan
biaya, kenyamanan pelayanan.

Seiring dengan reformas dan otonomi dae-
rah, terjadi upaya-upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik di berbagai daerah termasuk
Pemkot Malang. Untuk meningkatkan kualitas
pel ayanan perijinan, Pemkot Malang telah mela-
kukan debirokratisas dengan melakukan penyeder-
hanaan protap dan penguatan kelembagaan
(Purwanto, 2004 121). Bahkan telah mengimple-
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mentas kan pel ayanan terpadu satu pintu (Ratnasari,
2006: 187).

Setiap kegiatan atau tindakan seseorang
yang dilakukan secara sadar dapat dipastikan
dilandas motif-motif tertentu. Motif dapat timbul dexi
dalam karenaadakebutuhan dasar manusiayang
bersfat universd. Motif dapat pulaberupadorongan
dari luar, menurut Moenir (2000: 17) rangsangan
dari luar ddam bentuk bendaatau bukan bendayang
dapat menimbulkan dorongan pada orang untuk
memiliki, menikmati, atau mencapai benda/bukan
bendatersebut disebut motivas, sedangkan bendal
bukan benda yang bersfat merangsang tersebut
disshunyamativator.

Hersey dan Blanchard (1992: 199) meng-
golongkan perilaku untuk mencapai tujuan itu
atasduagolongan, yaitu perilaku yang mengarah
pada tujuan, dan perilaku bertujuan. Perilaku
yang mengarah pada tujuan adalah perilaku
bermotif yang diarahkan pada pencapai an tujuan.
birokrat yang membutuhkan tambahan pen-
dapatan, misalnya, dapat sajamenawarkan pem-
berikan layanan istimewa terhadap seseorang
tertentu, Perilaku birokrat tersebut, yaitu mena-
warkan pemberian layanan istimewa, adalah
perilaku yang diarahkan pada tujuan. Perilaku
bertujuan terjadi jika seseorang telah berada atau
terlibat dalam tujuan itu sendiri; yaitu jikabirokrat
yang dicontohkan di atas mel aksanakan pemberi-
kanlayananistimewayang dijanjikannya.

Ada dua faktor penting yang mempe-
ngaruhi kekuatan motif, yaitu pengharapan (ex-
pectancy) dan ketersediaan (availability).
(Hersey dan Blanchard, 1992: 217). Pengharapan
adalah peluang, menurut peresepsi individu,
untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu ber-
dasarkan pengalaman-pengal aman masalampau,
sedangkan ketersediaan adalah keterbatasan-
keterbatasan lingkungan sebagai mana dipersepsi-
kan oleh individu tersebut. Pengharapan cende-
rung mempengaruhi motif atau kebutuhan dan
ketersediaan cenderung mempengaruhi perseps
tentang tujuan. Motif atau kebutuhan individu
diarahkan kepada tujuan. Tujuan diinterpretasi-
kan oleh individu dalam hubungannya dengan
ketersediaannya; gpakahtersediaatautidak tersedia
di ddamlingkungannya, yang ha ini mempengaruhi
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pengharapannya, jikapenghargpantinggi, kekuatan
motif akan meningkat. Dengan demikian akanterjadi
siklushubungan antaramotif dengan pengharapan,
dan tujuan, dan perilaku dalam suatu sistem
bermotivas yang digambarkan oleh Hersey dan
Blanchard (1992: 234) sebagai berikut :
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Gambar. 1
Sumber: Hersey dan Blanchard (1992 : 234)

Suatu tujuan atau perilaku mungkin me-
rupakan manifestasi dari berbagai kebutuhan
yang berbeda-beda. Misal nyakomitmen birokrat
untuk memberikan pelayanan yang cepat, dapat
sgja dipicu oleh motivas untuk mengapresiasi-
kan nilai-nilai idealismeyang dimiliki oleh biro-
krat tersebut atau untuk meraih prestasi dalam
pekerjaannya. Namun kebijakan tersebut bisasgja
didorong untuk mendapatkan penilaian positif dari
pimpinan agar kedudukan yang telah diperoleh dapat
dipertahankannya. Sdanitukomitmentersebut bagi
birokrat yang lain, dapat puladipicu oleh dorongan
untuk menghindari tekanan-tekanan dari masyarakat
yang tidak puas ataslayanan yang merekaberikan
yang dikhawatirkan dapat membahayakan
keamanan jabatannya. Atau bahkan ketigamotif
tersebut sama-samamenjadi pendorongnya.

Di lain pihak, perilaku yang berbeda-beda
mungkin mencerminkan suatu kebutuhan yang
sama. Sebaga contoh, dua orang birokrat me-
miliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan
untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Biro-
krat yang pertamamengusahakan melalui pem-
berian layanan istimewa dengan meminta biaya
tambahan dari pencari layanan. Birokrat kedua
melakukan dengan memancing pencari layanan
untuk memberi biayatambahan dengan menggam-
barkan panjangnyaprosesyang harusdilewati untuk
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penyel esaian urusan yang ditangani. Dengan demi-
kiantindakanyang berbedabisasgadilatarbe akangi
motif yang sama

Penelitian tentang pelayanan publik telah
banyak dilakukan, namunterkonsentras menyoraoti
aspek kuditas pelayanan dan sedikit yang mengung-
kap aspek perilaku birokras gpaagi yang mencoba
menguak aspek motivas yang mel atarbel akangi
perilakubirokras. Penditianini dimaksudkanmengis
kekosongan tersebut sekaligus diharapkan dapat
mengural benang kusut yang mendasari buruknya
pelayanan publik khususnyayang terjadi di Pemkot
Malang. Untuk itu permasal ahan dalam penelitian
ini diformulasikan adalah: 1} Bagaimanakah
Gambaran perilaku pemberian pelayanan yang
dilakukan oleh Dinas Perijinan Pemkot Maang?, 2}
Bagaimanakah Motivasi yang melatarbel akangi
perilaku pemberian pelayanan yang dilakukan oleh
DinasPerijinan Pemkot Mdang?. Berdasarkan peru-
musan masalah di atas, yang menjadi tujuan pene-
litianini adalah mendeskripsikan dan mengandisis.
1} Perilaku pemberian pelayanan yang dilakukan
oleh Dinas Perijinan Pemkot Malang, dan 2}
Motivas-motivas yang melatarbel akangi perilaku
pemberian pelayanan.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pen-
dekatan kualitatif yaitu jenispenelitian yang tidak
saja berambisi mengumpulkan data dari sisi
kuantitasnya, tetapi lebih ingin memperoleh pe-
mahaman yang mendalam dibalik fenomenayang
berhasil direkam.

Lokas dan situs penelitianini adalah Dinas
Perijinan Pemkot Malang, dengan pertimbangan
Dinas Perijinan sebagai dinas yang berdiri sen-
diri, adalah smbol tekat Perkot Malang mening-
katkan kualitas pelayanan publik. Informan da-
lam penelitianini, dipilih dengan teknik purposif
dengan memperhatikan penguasaan informan
atasinformasi yang dibutuhkan. Mengingat objek
kajian dibatasi pada pelayanan IMB, HO dan
Reklame, makainfoman yang dipilih adal ah staf
DinasPerijinan dari bagian pelayananinformes, staf
bagian pelayanan IMB, staf bagian pelayanan HO,
dan staf bagian pelayanan reklame. Selanjutnya
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untuk kemantapan data, melalui teknik snowball
ditelusuri informan dari masyarakat penggunajasa
baik personal maupun lembaga pelayananjasa.

Adapun tehnik pengumpulan data yang
digunakan adaah: wawancaramendadam, observas
yang dilakukan ditempat-tempat peristiwayang
dikgi berlangsung, dan dokumentas.

Andisgsmenggunakanteknik yaituanaisis
interaktif. Dalam analisisinteraktif, analisisdata
dilakukan melalui tigaalur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan yaitu: reduks data, penygjian
data, dan penarikan kesmpulan/ verifikas.

Untuk keabsahan data dilakukan teknik
pemeriksaan yang berdasarkan 4 (empat) kriteria
yaitu: Credibility, Transferability, Dependability,
Conformability.

HASIL

Perilaku Pemberian Pelayanan

Hasi| penelusuran lewat pengamatan dan
wawancaraterhadap informan, menunjukkan ada-
nyase umlah perilaku pemberian pelayanan yang
diskriminatif, masyarakat telah dipilah-pilahkan ke
dalam kelompok yang berbeda dan mendapat
perlakuan yang berbeda pula dalam pelayanan
perijinan. Urusan yang ditangani jugadibedakan
antara urusan besar dengan urusan kecil yang
membawaimplikas padapemberian peayanan. Hal
ini diungkapkan dari hasll wawancarg; ” Idednyakita
melayani setiap anggotamasyarakat secarasama.
Namun kenyataannyahal itu sulit untuk dilakukan.
Bagaimana jika kita menghadapi atau melayani
pimpinan kita sendiri, atau keluarga dan teman
dekatnya. A pakitabisamemperlakukannyadengan
sama? Bagaimanajikamerekatersnggung dengan
pelayanan kita? Apakitasiap untuk ditegur oleh
pimpinan kita? Masal ahnyabanyak pengalaman
ketikaadaorang seperti itu merasatidak puasdengan
pelayanan kami, tau-tau kitamendapat marah dari
pimpinan.Lagi pulagpaurusanyang rumit disamakan
dengan urusankecil” (Dra. EH, 4 Nopember 2008)

Pemberian pelayanan istimewa

Pelayanan istimewaini diberikan kepada
merekayang dipandang sebagal kel ompok masya-
rakat berkuasa, yaitu memiliki posis berpengaruh
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ddam pemerintahan, balk yang adadi daamataupun
di luar birokrasi pemerintah, yang dipandang dapat
mempengaruhi posis birokrat padajabatannya, baik
yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Seperti diungkapkan responden;
" Biasanyaorang yang punyahubunganistimewa
dengan orang-orang atas, langsung menemui
pimpinan sendiri dan biasanya pimpinan langsung
menyerahkan berkasnya untuk segera kami
selesaikan, ya... kadang-kadang kalau ada
persyaratannyayang kurang kami dimintamembantu
menyelesaikannya.” (KP, 16 Desember 2008).
"Kalau orang-orang berpengaruh yang punya
urusan biasanyacukup lewat telpon, berkas-ber-
kasnyasopir aau utusannyayang mengantarkan, jarang
merekadatang sendiri.” (RA, 17 Desember 2008).

Pemberian pelayanan khusus

Pelayanan ini diberikan terutama untuk
urusan yang dipandang besar, khususnyakepada
publik yang dipandang berkemampuan finansial,
yang dikendinyasebaga kelompok masyarakat kaya
atau berpunyadengan pringptidak melanggar aturan
sertatidak memaksa. Termasuk dalam golongan
yang mendapatkan pelayanan khususini adaahbiro-
biro jasa yang banyak menjadi perantara dalam
pengurusan perijinan, baik dari kontraktor atau
konsultan, biro periklanan ataupun biro jasaumum.
Seperti diungkapkan responden;
" Apasdahnyajikaorang-orang berduit itu kitaberi
pelayanan khusus sebagal mana yang mereka
hendaki, asal kitatidak melanggar aturan,.......... ”
(Ir. DS, MS, 21 Nopember 2008).
" Sayakirawajar sgjamas, kalau kami membantu
orang-orang yang membutuhkan pel ayanan khusus,
yah... maklum pendapatan kitakan kecil dibanding
kebutuhan-kebutuhan yang ada........ Teman-teman
yang sering membantu bukan hanyadari dinasini
sga, maahdari ingang lainlebih besar peuangnya,
maklum mas persyaratan-persyaratan yang
diperlukan kan terkait langsung dengan instansi-
indand tersebut, sdlanitujugabanyak dari birojasa”
(AG, 6 Oktober 2008).
”Kami sudah punyalangganan mas, jadi yasudah
saling tahu apa yang harus kami lakukan, yang
penting kitaharussding menjaga, sama-samaharus
melindungi, pasti beres karenamerekatentu tahu
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aturan-aturannya, syarat-syaratnyadan kalau ada
gpa-gpayamerekajugatanggung jawab. Kdaukita
sedikit-sedikit melanggar merekatutupmata.” (LD,
Agen periklanan, 6 Oktober2008).

Pemberian pelayanan Prima

Jenis ini khususnya untuk pelayanan-
pelayanan yang dipandang sebagai urusan yang
sederhana. Tidak semua urusan dihubungkan
dengan khalayak yang dilayani. birokrat juga
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya tanpa mempertimbangkan siapa
yang dilayani, pelayanan ini biasanya menyang-
kut urusan yang sederhanaatau urusan yang me-
nyangkut kepentingan umum, urusan yang pena-
nganannya dapat ditangani sendiri oleh Dinas
Perijinan. Untuk urusan-urusan seperti ini mere-
ka memberikan pelayanan yang baik sesual
prosedur yang berlaku. Hal ini tercermin dari
ungkapan responden; ”Yang benar-benar kami
jaga justru kalau menangani urusan sederhana
seperti reklameing dentil gpakahituijin pemasangan
spanduk, baliho, umbul-umbul. Karenaurusanini
melibatkan masyarakat |uas secaralangsung dan
urusannyasendiri tidak membutuhkan persyaratan
yang rumit jadi kalau mengalami keterlambatan-
keterlambatan dapat menimbulkan suara-suarayang
merugikaningang kami, kaauterjadi kami mendapat
marah.” (RK, 14 Desember 2008)
”Gampang Mas kalo ngurus ijin pemasangan
spanduk, tinggal datang, kitatunjukkan spanduk
yang akan kita pasang dan menyampaikan rencana
tempat pemasangan, sudah beres. Langsung diproses
tidak perlu menunggu berjam-jam.” (Y SF,
masyarakat, 13 Nopember2008)
" Sangat cepat, hanya butuh waktu 4 hari sudah
keluar ijinnyauntuk IMB rumah tidak bertingkat.”
(CWL, kontraktor, 20 Nopember2008)

Motivasi Perilaku Birokrasi

Setiap perilaku atau tindakan yang secara
sadar dilakukan seseorang dapat dipastikan
dibaliknya dilatarbelakangi oleh motif-motif
tertentu. Hasil penelusuran lewat pengamatan dan
wawancaramenunjukkan adanya sgyumlah motif
yang me atarbelakangi perilaku pemberian pdayanan
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yang dilakukanbirokras DinasPerijinan. Motif-motif
tersebut meliputi:

Salah satu yang dipandang memiliki pe-
ngaruh penting untuk mengamankan posisi/jabatan
adalah kelompok masyarakat berkuasa, yaitu
mereka-merekayang memiliki keterlibatan penting
dalam politik, seperti fungsionaris penting dalam
partai apalagi untuk partai-partai besar, anggota
Dewan, Pejabat-pegjabat Tinggi Pemerintahan,
Tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki hubungan
penting dengan Pimipinan Pemerintah KotaMaang.
Terhadap kelompok masyarakat ini, DinasPerijinan
berusahamelayani sebaik-baiknyaapapun urusan
mereka, meskipun tidak mendapatkan imbalan
materi. Bahkan untuk memberikan pelayanan
sebaik-baiknyaini, pgabat Dinas Perijinan sering
secaralangsung menangani dan melayani mereka,
membawasendiri berkas-berkasnyakepadaPga-
bat terkait atau kepada Walikotaguna mendapat-
kan tanda persetujuannya. Hal ini diungkapkan
responden;

" Tidak ada orang yang tidak sukamendapatkan
posisi strategissebagal pimpinan, apalagi ditem-
pat yang diingini banyak orang. Karenaitu wajar
ka au kitaberusahamempertahankannya, dih-aih
dapat meningkatkannyapadaposs yangyanglebih
tinggi. Untuk itu yakitasenangkan pimpinankita.
Kitalayani dengan sebaik-baiknya, termasuk orang-
orang yang dekat dengannya, orang-orang yang
berpengaruh terhadapnya. Kitatunjukan prestas
kita, kitaciptakan kesan positif atasdiri kitadengan
membangun loyalitasbawahan kita, atau jikadapat
kitabangun opini publik positif atasinstitus yang
kitapimpin.” (Ir. HS, MS, 1 Desember 2008)
”....Kaau perlu apapun kami tempuh, asal dapat
mempertahankan posisi kami.” (WY, SH, 9
Desember 2008).

Motif mendapatkan tambahan penghasilan
Motif yang tidak kalah pentingnya dari
motif untuk mempertahankan dan meningkatkan
posisi, bahkan seringkali merupakan motif utama
yang melatarbel akangi sggumlah perilaku birokras
Dinas Perijinan adalah motif untuk mendapatkan
tambahan pendapatan.
Sd ah satu perilaku pemberian pelayananyang
telah dilakukan oleh Birokras Dinas Perijinan
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sebagal pintu mendapatkan tambahan pendapatan
ada ah melayani secarakhususterhadap masyarakat
yang berharta guna mendapatkan tambahan
pendapatan. Pelayanan semacamini memberi ruang
untuk mendapatkan tambahan penghasilan, baik
yang diperoleh langsung dari merekayang secara
langsung mintabantuan jasanya, ataupun tambahan
yang diperolehlewat ” bagi-bagi hasil”

Ruang untuk mendapatkan tambahan peng-

haslanini diprioritaskan terhadap pelayanan kelom-
pok masyarakat kaya yang sedang mengurus
perijinan, khususnyajenis perijinan yang mem-
butuhkan penanganan yang cukup kompleks se-
perti IMB untuk gedung-gedung bertingkat/
rumah-rumah mewah, HO termasuk reklame per-
manen. Hal ini dapat ditelusuri dari ungkapan
responden;
"Yah... Kita semua tau, sebagal PNS ggji kita
pas-pasan. Tidak ada salahnya kalau kita beri
pelayanan khusus kepada mereka-mereka yang
kaya, sebagaimanayang mereka kehendaki asal
mereka memberi uang tambahan dan kita tidak
melanggar aturan” ( BS, 10 Desember 2008).

Motif berprestasi

Tidak semua birokrat memandang uang
dan jabatan sebagai motif dalam menjalankan
tugasnya, motif berprestas jugadimiliki olehbiro-
krat DinasPerijinan.

Motif ini diekspresikan lewat perilaku
pemberian pelayanan sebaik-baiknyatanpa me-
lihat siapayang dilayani, khususnyadalam mela-
yani urusan-urusan sederhana atau kecil, seperti
pelayanan perijinan pemasangan reklame non
permanen berupaijin pemasangan spanduk, baiho,
umbul-umbul, dan fasilitas umum organisasi
masyarakat, serta rumah-rumah sederhanayang
proses perijinannyatidak membutuhkan perhitungan
kontrukd, rekomendasi maupun tim pertimbangan.
Namun untuk IMB rumah sederhana ini dalam
prakteknyamas h sering terabaikan pelayanannya
karenatergeser oleh penanganan urusan perijinan
yanglain. Ha ini tercermin dari ungkapan responden;
"Urusan perijinan ini dalam banyak hal dapat
berimplikas besar bagi masyarakat luas, karenaitu
butuh penanganan yang hati-hdti..... Tgpi untuk urusan
sederhanaatau kepentingan masyarakat luasyang
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tidak membawa implikas besar, kita usahakan
melayani sebaik-baiknya. sepertii pengurusan
reklameyang tidak permanen, umbul-umbul, baliho,
spanduk selalu terlayani dengan cepat. Demikian
pulauntuk pendirian fasilitas umum seperti tempat
ibadah, tempat pendidikan atau pembangunan ge-
dung-gedung untuk kepentingan organisas sosial
ataupun Organisasi Masyarakat, juga kami
segerakan dan kami mudahkan.” (Ir. SY, MT, 28
Oktober 2008)

”.....Ibaratnya” ngono yo ngono ning 0jo hgono”
kita kadang-kadang harus memikirkan diri kita
sendiri, tetapi kitajugaharus memikirkan kepen-
tingan orang lain. Masyarakat luasjugaharuskita
perhatikan. Karenaitu tidak benar kalau urusan
perijinanini dinilai dari sisi negatifnyasga. Me-
mang ada urusan-urusan yang sulit untuk di-
tangani dengan cepat karenamemang harus meli-
batkaningand lain maupun syarat-syarat yang cukup
rumit. Namun untuk urusan-urusan yang sederhana
seperti pemasangan reklameinsidentil atau IMB
untuk rumah-rumah yang sederhana atau
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum
kita proses dengan cepat tanpa melihat siapa
yang kitalayani.” ( SE, 28 Oktober 2008)

Motif pengabdian

Meski tidak menonjol masih ditemukan
birokrat Dinas Perijinan yang perilakunyadalam
memberikan pelayanan didasari oleh motivas
nilai-nilai pengabdian. Namun demikian, motif
pengabdianini lebihterungkap meld ui ekspres ver-
bal hasil wawancara dari pada dalam bentuk
perilaku. Motif pengabdian, secara personal
terekspresikan dalam bentuk perilaku berupa
tindakan pasif atau tidak melibatkan diri mem-
perlakukan publik secaradiskriminatif dan mem-
beri dukungan atas kebijakan-kebijakan yang
aspiratif. Seperi pernyataan responden;
" Seharusnyakitaini bersyukur, karenamemiliki
pekerjaan yang mapan, sementarabanyak saudara
kitayang harus bekerjadengan berat untuk sekedar
memenuhi kebutuhan makannya. Karenaitu tidak
layak jika kita tidak bekerja sebaik-baiknya
sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur
kitadalam kehidupanini.” (. HS, 5 Nopember
2008).
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Dengan demikian, perilaku pemberian
pelayanan perijinan pada masyarakat secara
diskriminatif, berlatar belakang motif yang beragam
yaitu: mengamankan posis jabatan , mendapatkan
tambahan pendapatan, berprestas dan mengabdi.

PEMBAHASAN
Perilaku Pemberian Pelayanan

Perilaku birokras dalam pemberian pela-
yanan perijinan yang diskriminatif sebagaimana
yang terungkapkan dan tertelusuri dari sgumlah
perilaku yang dilakukan Dinas Perijinan jelas
berbenturan sekaligus menabrak prinsip-prinsip
pelayanan berkualitas sebagai mana diamanatkan
oleh ketetapan-ketetapan normatif yang berlaku
seperti: Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M-
PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyeleng-
garaan Pelayanan, K eputusan M enpan Nomor 25/
KEP/M-PAN/2/2004 tentang pedoman Penyu-
sunan IndeksK epuasan Masyarakat (IKM), Kepu-
tusan Menpan Nomor 26/M-PAN/2/2004 tentang
Petunjuk TeknisTransparans dan Akunthilitasddam
Penydenggaraen Pdayanan Publik, termasuk menaorak
pringp-pringpGood Govarance

Temuan penelitian ini juga mendukung
penelitian yang dilakukan Vigoda (2000: 79),
Rohma (2007 : 281) , Hasniati (2007 : 275), serta
Teruna (2007 : 255) bahwaperilaku aparatur da-
lam pemberian pelayanan dipengaruhi oleh posis
kelompok masyarakat yang dilayani. Selain itu,
sebagal temuan baru, dalam konteks pelayanan
perijinan, selain dipengaruhi oleh masyarkat yang
dilayani juga dipengaruhi oleh jenis perijinan
yang ditangani. Jika dalam penelitian Hasniati
dan Rohmamasyarakat diklasifikasikan kedalam
masyarakat berdayadantidak berdayadan adanya
pelayananistimewadan biasa, makadalam pene-
litian ini, masyarakat diklasifikasikan kedalam
masyarakat berkuasa, berhartadan biasa, danjenis
pelayanan diklasifikasikan kedalam pelananan
khusus, istimewa, primadan biasa.

Perilaku diskriminatif dalam pemberian
pelayanan yang ditemukan dalam penelitianini,
menegaskan kebenaran hasil-hasi| penelitian oleh
Wantoro, Teruna, Hasniati, Rohma, dan Rusdianur
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yang menemukan adanyadiskriminad, pelanggaran
prosedur, suap menyuap, kolus, penghindaranddam
pelayanan.

Dilihat dari posisi tawar dalam interaksi
antarabirokrat dengan masyarakat dalam proses
pelayanan menunjukan temuan yang berbeda.
Daam penditianini, masyarakat diklasifikasikan
dalam 3 kelompok yaitu masyarakat berkuasa,
masyarakat berhartadan masyarakat biasasedang
peneliti lain mengklasifikasikanya dalam 2 ke-
lompok yaitu masyarakat berdaya dan masya-
rakat tak berdaya. Posisi birokrat terutama saat
melayani kelompok masyarakat berkuasa, dalam
penelitianini, beradapadaposis lemah, saat me-
layani kelompok masyarakat berharta berada
padaposis seimbang atau interaktif, dan berada
pada posis dominan, saat melayani kelompok
masyarakat biasa utamanya dalam urusan besar.
Dengan demikiantemuanini mendukung pernyataan
bahwa perilaku merupakan fungsi dari interaksi
antaraseseorang dengan lingkungannya(Suprihanto,
2003:79).

Perilaku pemberian pelayanan yang diskri-
minatif yang mengistimewakan sebagian kelom-
pok masyarakat dan mengabaikan kelompok
masyarakat yang lain, bertolak bel akang dengan
pandangan Islamy (2001:25) bahwa aparat
birokrasi selayaknya menerapkan prinsip akun-
tabilitas dalam pelayanan publik, yakni bahwa
proses, produk, dan mutu pelayanan yang diberi-
kan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, karenaaparat pemerintah padahake-
katnyamempunyal tugas memberikan pelayanan
sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mem-
beda-bedakan.

Motivasi Perilaku pemberian pelayanan

Hasi| penelusuran lewat pengamatan dan
wawancara sebagaimana yang telah disgjikan,
menunjukkan adanya sejumlah motif yang
mel atarbel akangi perilaku pemberian pelayanan.
Motif utama yang melatarbelakangi perilaku
birokrasi Dinas Perijinan untuk mendapatkan
tambahan pendapatan sejalan dengan temuan
yang didapatkan oleh Hermawan (2008 : 350).
Temuan adanya motif mempertahankan jabatan

187

dan jugamotif mendapatkan tambahan penghasilan
dalam pendlitianini, sgjalan dengan temuan yang
didapatkan oleh Nurpratiwi (2007: 199) yang
meneliti perilaku birokrasi dalam penyusunan
anggaran, dalam penelitian tersebut motif
mempertahankan jabatan dan motif mendapatkan
tambahan penghasilan merupakan motif yang
menonjol yang melatarbelakangi penyusunan
anggaran dengan melakukan apa yang disebut
sebagai budgetary slack.

Motif berprestasi yang mendasari perila-
ku birokrasi sebagai mana yang telah disgjikan
pada penyajian data sebelumnya, berkaitan
dengan kepentingan untuk memenuhi harapan
publik, meningkatkan dan mencapai target
kualitas pelayanan sebagaimana yang menjadi
visi misi organisasi. Pada saat yang sama,
pencapai antarget prestas yang dapat diraih, juga
diharapkan memberi kontribus bagi penyelamatan
dan peningkatan posis sang birokrat.

Pemberian pelayanan yang sebaik-baik-
nyaterhadap urusan-urusan sederhanaini, karena
besarnyajumlah volume pekerjaan yang dilayani
setiap waktunya, pada gilirannya dapat mencip-
takan opini positif terhadap pelayanan Dinas Peri-
jinan. Dengan opini positif yang terbangun secara
umum dapat menjadikan pelayanan yang diberikan
oleh dinas perijinan Pemkot Maang dinilai ber-
kualitasoleh masyarakat. Penilaian-penilaian negatif
yang ada, terutamayang berhubungan dengan periji-
nan untuk urusan-urusan” besar” dapat tersamarkan
olehopini positif yang ada. Pendlitian ditempat yang
samaterhadap masyarakat yang sedang mengurus
perijinan menegaskan hal tersebut. Dari 30 orang
responden yang diteliti, sgjumlah 50% menyatakan
bahwa pelayanan yang diberikan dinas perijinan
baik, 17% menyatakan sangat baik sedang 33%
sisanyamenyatakan cukup balk (Purwanto, 2004: 176).

Sdainmotif berpestas, motif yang agak su-
lit dibedakan dari motif berprestasi adalah motif
pengabdian. Jkamotif breprestas dimaknal sebagal
motif untuk mendapatkan penilaian positif dari
pimpinan dan masyarakat terkait dengan keberha-
slanmencapal target dan memenuhi tuntutan publik,
motif pengabdian dimaknai sebagal motif untuk
mendapat penilaian hambayang sholeh dari ” atas’
(Tuhan) terkait dengan upayanyamelakukan hal
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yang baik atas amanah jabatan yang dimilikinya.
Meski tidak menonjol masih ditemukan. Namun
demikian, motif pengabdian ini Iebih terungkap
melalui ekspresi verba hasil wawancara yang
menjadi komitmen pribadi. Motif pengabdian, secara
personal terekspresikan dalam bentuk perilaku
berupatindakan pasif atau tidak melibatkan diri
memperlakukan publik secara diskriminatif dan
memberi dukungan atas kebijakan-kebijakan yang
respongf.

Hersey dan Blanchard (1992: 185) menya-
takan bahwasuatu tujuan atau perilaku mungkin
merupakan manifestas dari berbagai motif yang
berbeda-beda. Di lain pihak, perilaku yang berbeda
bedamungkin mencerminkan suatu matif yang sama
Sebagaimanayang telah dibahas dalam pendlitian
ini, pernyataan Hersey dan Blanchard tersebut
terungkap secara persis dalam temuan-temuan
penelitianini. pemberian pelayanan primakepada
semuake ompok masyarakat, selain dilatarbe akangi
oleh motif untuk mempertahankan jabatan juga
dilatarbelakangi oleh motif untuk berprestasi.
Sebaliknya, pemberian pdayananistimewakepada
kelompok masyarakat berkuasa dan pemberian
pel ayanan sebai k-baiknya pada semua kel ompok
masyarakat untuk urusan sederhana, merupakan
manifestas motif untuk mempertahankan jabatan.

Menjdaskan|ebihlanjut bagaimanaperilaku
dan motif saling berketerkaitan, Hersey dan
Blanchard (1992: 199) menyatakan bahwaapayang
dipersepsikan, dirasakan, diperbuat seorang
dipengaruhi oleh motif yang menggerakkan dan
membimbing individu kearahtujuannya. Lebihlanjud,
merekamenggol ongkan perilaku untuk mencapal
tujuan kedalam duagolongan, yaitu perilaku yang
mengarah pada tujuan, dan perilaku bertujuan.
Perilaku yang mengarah padatujuan adal ah perilaku
bermotif yang diarahkan pada pencapai an tujuan.
SelanjutnyaHersey dan Blanchard jugamengemu-
kakan bahwadalam perilaku terkandung 3 aspek,
yatumotif, tujuan dan perilaku. Tdahdisnggung pula
bahwa dapat atau tidak dapat motif mendorong
mewujutkan perilaku individu bergantung pada
kekuatan motif itu sendiri. Adaduafaktor penting
yang mempengaruhi kekuatan motif, yaitu
pengharapan (expectancy) dan ketersediaan (avail-
ability). (Hersey dan Blanchard, 1992: 217).
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Ddam konteksini, faktor pengharapan dan
ketersediaan tel ah mendorong munculnyamotif yang
kuat yang berorientasi pada kepentingan pribadi
birokrat. Lingkungan dinas perijinan yang kurang
transparan dan tidak adanya kontrol eksternal,
ditambah banyaknyainstans yang terlibat dalam
penyel esalan urusan perijinan, telah menciptakan
ruang yang nyaman dan aman tumbuhnyamotif-motif
yang kuat yang berorientasi pada kepentingan-
kepentingan pribadi aparat. Hal ini berbedadengan
temuan Rendra (2010 : 150), penerapan E-Gov di
Pemda Sragen telah menciptakan lingkungan
organisasi yang transparan yang memaksa aparat
berperilaku sesua prosedur.

Pengharapan adalah peluang, menurut
pereseps individu, untuk memenuhi suatu kebutu-
han tertentu berdasarkan pengalaman-pengalaman
sebelumnya, sedangkan ketersediaan adalah
keterbatasan-keterbatasan lingkungan sebagaimana
dipersepsikan olehindividu tersebut. Pengharapan
cenderung mempengaruhi motif atau kebutuhan dan
ketersediaan cenderung mempengaruhi persepsi
tentang tujuan. Motif atau kebutuhanindividu diarah-
kan kepadatujuan. Tujuan diinterpretasikan oleh
individu dalam hubungannyadengan ketersedia-
annya; apakah tersediaatautidak tersediadi ddam
lingkungannya, yang hal ini mempengaruhi peng-
harapannya, jikapengharapan tinggi, kekuatan mo-
tif akan meningkat. Dengan demikian akanterjadi
siklushubungan antaramotif dengan pengharapan,
tujuan, dan perilaku dalam suatu S stem bermotives.

Merujuk model konsepsi Hersey dan
Blanchard ini, bagaimana beragam situasi
bermoatif perilaku birokras peayanan perijinanddam
pemberian pelayanan publik dapat di jelaskan
beberapasituasi; Pertama, posis sebagai aparatur
birokrasi Pelayanan Perijinan telah melahirkan
pengharapan besar yang kemudian memicu
timbulnya motif dalam diri birokrat untuk
mempertahankan posisi jabatan yang dimilikinya
tersebut, motif untuk mempertahankan posig jabatan
tersebut kemudian diorientas kan ddamwujudtujuan
yaitu posisi jabatan, selanjutnya motif
mempertahankan posisi jabatan bersama-sama
dengan tujuan posis jabatan diopersionalisasikan
daam bentuk perilaku, baik perilakuyang diarahkan
pada pencapai an tujuan yang berupa: pemberian
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pelayanan primauntuk urusan sederhanakepada
seluruh kelompok masyarakat dan pemberian
pelayanan istimewakepadakel ompok masyarakat
berkuasagpapun bentuk urusannya, maupun perilaku
bertujuan berupa: tindakan menguruskan atau
mengambil alih secaralangsung perijinan kelompok
masyarakat berkuasadan melayani sebak-baiknya
urusan sederhana untuk semua kelompok
masyarakat. Mengingat, lingkungan yang ada
diperseps birokrat memiliki peluang baginyauntuk
melaksanakan perilaku-perilaku tersebut, dan
ketersediaan lingkungan gunamewuj udkan tujuan
posisi jabatan didukung oleh iklim birokras yang
sedang eksi's, menjadikan pengharapan besar yang
ada pada birokrat sepenuhnya mendorong
munculnyamoativas yang kuat; Kedua, posis ssbagal
aparatur birokrasi pelayanan perijinan telah
melahirkan pengharapan besar yang kemudian
memicu timbulnyamotif dalam diri birokrat untuk
mendapatkan tambahan pendapatan, motif untuk
mendapatkan tambahan pendapatan tersebut
kemudian diorientasikan dalam wujud tujuan yaitu
tambahan pendapatan, selanjutnya motif untuk
mendapatkan tambahan pendapatan bersama-sama
tuj uan tambahan pendapatan diopersionalisasikan
daam bentuk perilaku, baik perilakuyang diarahkan
pada pencapai an tujuan yang berupa: Pemberian
pelayanan khusus kepada kel ompok masyarakat
berhartaterutamamenyangkut urusan-urusan besar-
rumit, maupun perilaku bertujuan berupa: tindakan
menguruskan atau mengambil aih secaralangsung
perijinan kelompok masyarakat kaya. Mengingat,
lingkungan yang adadiperseps birokrat memiliki
peluang baginya untuk melaksanakan perilaku-
perilaku tersebut, dan ketersediaan lingkungan
guna mewuj udkan tujuan tambahan pendapatan
didukung olehiklim birokrasi yang sedang eksis,
menjadikan pengharapan besar yang ada pada
birokrat sepenuhnyamendorong munculnyamo-
tivas yang kuat; Ketiga, posisi sebagai aparatur
birokrasi Pelayanan Perijinan telah melahirkan
pengharapan besar yang kemudian memicu
timbulnyamotif dalamdiri birokrat untuk berpres-
tasi, motif untuk berprestas tersebut kemudian
diorientasikan dalam wujud tujuan yaitu prestasi,
selanjutnyamotif berprestas bersama-samadengan
tujuan prestas dioperasiondisasikan dalam bentuk
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perilaku, baik perilaku yang diarahkan padapenca-
paian tujuan yang berupa: pemberian pelayanan
prima kepada seluruh kelompok masyarakat
khususnyauntuk urusan-urusan kecil-sederhana,
maupun perilaku bertujuan berupa: melayani sebaik-
baiknya (prima) seluruh kelompok masyarakat
dalam hal urusan-urusan kecil-sederhana. Mengi-
ngat, lingkungan yang adadipersepd birokrat memi-
liki peluang yang cukup baginyauntuk melaksanakan
perilaku-perilakutersebut, akan tetapi ketersediaan
lingkungan guna mewujudkan tujuan prestasi
terbatas olehiklimbirokras yang diwarna berbaga
kepentingan dan mengharuskan dilakukan sgumlah
kompromi, menjadikan penghargpan besar yang ada
padabirokrat tidak sepenuhnyamendorong mun-
culnyamotivas yang kuat; Keempat, posis sebagai
gparatur birokras Pelayanan Perijinantdahmelahir-
kan pengharapan besar yang kemudian memicu
timbulnyamoetif ddamdiri birokrat untuk mengabdi,
motif untuk mengabdi tersebut kemudian diorien-
taskan dalam wujud tujuan yaitu pengabdian, sean-
jutnyamotif mengabdi bersama-samadengantujuan
pengabdian diopersionalisasikan dalam bentuk
perilaku, bak perilaku yang diarahkan padapenca-
paian tujuan yang berupa: Pemberian pelayanan
prima kepada seluruh kelompok masyarakat
khususnyauntuk urusan-urusan kecil-sederhana,
maupun perilaku bertujuan berupa: melayani sebaik-
baiknyaatau secara primakepada seluruh kelom-
pok masyarakat dalam hal urusan-urusan kecil-
sederhana. Mengingat, lingkungan yang adadiper-
sepsi birokrat masih berpeluang baginya untuk
melaksanakan perilaku-perilaku tersebut, akan
tetapi K etersediaan lingkungan gunamewujudkan
tujuan pengabdian terbatasolehiklimbirokras yang
diwarnal berbagai kepentingan dan memaksa
sgumlah kompromi, menjadikan penghargpan besar
yang adapadabirokrat tidak mendorong munculnya
motivas yang kuat.

SIMPULAN

Aparatur birokrasi Dinas Perijinan Kota
Malang bukan saja tidak berorientasi pada
kepentingan wargamasyarakat yang dilayani tapi
jugatidak berorientas padakepentingan institus
birokrasi, melainkan lebih berorientasi pada
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kepentingan diri mereka sendiri. Aspek-aspek
organisasiona yang seharusnyamenjadi panduan
keperilakuannya dapat dengan mudah disiasati
dan dikamuflasekan untuk melayani kepentingan
memenuhi motif-motif pribadi aparatur birokrasi.
Ini yang menjadikan birokrasi pelayanan publik
menjadi unik dantidak dapat disanding-bandingkan
dengan paradigmaold public administration, new
public management maupun new public service.

Melalui model teori situasi bermotif dari
Hersey dan Blanchard temuan penelitianini dapat
dismpulkan bahwa: Perilaku diskriminatif dalam
pemberian pelayanan perijinan ditentukan oleh
faktor sigpayang dilayani, dan urusan apayang
ditangani dengan latarbel akang motif yang beragam.
Pelayanan istimewa untuk masyarakat berkuasa
dengan motif mempertahankan jabatan, Pelayanan
khusus untuk masyarakat berharta dengan motif
mendapatkan tambahan pendapatan, Pelayanan
prima, untuk semua kelompok masyarakat,
khususnyauntuk urusan kecil-sederhanadengan
motif berprestas dan motif pengabdian, Pelayanan
biasa, untuk masyarakat biasaterutamamenyangkut
urusan besar, suatu pelayanan yang sesuai prosedur
yang seringkali tertunda atau ditunda sebagai
konsekuensi harus mendahulukan kelompok
masyarakat berkuasa dan berharta. Motif-motif
tersebut tumbuh dan berkembang karena iklim
lingkungan kerja(organisas) Dinas Perijinan yang
longgar yang lemah kontrol eksternalnya, tidak
tranparan sertakarenanilai-nilai ideologispersond
aparaturnya

Temuan penelitianini menunjukkan bahwa
satu bentuk perilaku pemberian pelayanan tidak
hanyadidorong oleh satu jenismotif sgjatapi dapat
terjadi lebih dari satu motif. Sebaliknya, ssgumlah
perilaku yang berbeda, dapat didorong oleh satu
motif yang sama. Dengan demikian temuan ini
mendukung teori motivasi dari Hersey dan
Blanchard.
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